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Abstnct

The making of Sisfer City cooperation treaties between the
regional governments of Surabaya and BukitTinggi with their
counterparts in othercountries are arguably mentioned as an
international cooperations freafies that should be part of
international laws. Different opinion fufther debates whether
the making of sr.sfer city is subjected to public international
Iaws or to a privat ones due to the reason that the regional
governments are not a subject of international laws. Their
position is actualty as part of a nationat state which must
completely respecf fhe exrsfence of the central government. ln
the making of the Sister City cooperation treaties, their
existance is only to represent the central government as the
subject of internationallaws. Ihr.s article underlines that Law
No.24/2000 on lntemationalTreaty, Law No. 322,004, and Law
No. 37/1999 on lnternational Relations should be considered
by alt regionalgovernment in tndonesia in the making of Sisfer
City. Thus, ifs process cannot ignore consultations and
coordinations with, or the role of, the central government,
particu I a rly, the F oreig n M in istry.

Keywords: Law No. 24/2000, Law No. 3U2004, Law No. 37/1999, sister city,

international treaty, intern ational law, Surabaya, Bukit Tinggi

Abstnk

Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang merupakan penelitian

yuiidis deskriptif analisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelitian
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dilapangan melalui wawancara secam mendalam dengan pihak-

pihak terkait. Hasil penelitian ini mengungkapkan dalam
pembuatan perjanjian kerja sama Sisfer City, kedudukan
pemerintah daerah adalah atas nama negara yang mempunyai

kapasitas sebagai subjek hukum internasional Untuk itu,

kedudukan pemerintah daerah dalam pembuatan perjanjian kerja

sama Sisfer City merupakan perpanjangan tangan kekuasaan

pemerinbh pusat dan beban pertanggungjawaban perjanjian kerja

sama internasional tersebut berada pada pemerintah pusat.

Pelaksanaan perjanj ian kerja sama Sisfer C/y d ilakukan dalam

bentuk MoU yang dalam hukum perjanjian internasional
merupakan instrumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat
yang tunduk pada Undang-Undang No.24 Tahun 2000 tentang

Perjanjian I nternasional.

Kata Kunci: UU Nomor24 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004,

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, Sisfer City, Peqaniian Internasional,

hukum internasional, Surabaya, Bukit Tinggi

l. Pendahuluan

A. Latar Belakang
Perjanjian kerja sama intemasionalmemainkan peranan yang sangat

penting dalam mengatur kehidupan dan hubungan antar-negara. Melalui

perjanjian kerja sama intemasional, tiap negara menyelesaikan berbagaimasalah

demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dalam melakukan perjanjian

kerja sama internasional tersebut tiap negara termasuk Indonesia selalu

berusaha melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan kepentingan

nasionalnya. Sebagai anggota aktif masyarakat internasional, Indonesia juga

membuat perjanjian kerja sama internasionaldengan negara-negara lain maupun

dengan organisasi-organisasi internasional lainnya. Perjanjian kerja sama

tersebut bukan hanya dalam bentuk bilateral, namun juga dalain bentuk regional.l

Sejalan dengan perkembangan atau kemajuan teknologipara pelaku

hubungan internasionalatau perjanjian internasionaljuga meluas. Kerja sama

internasional atau perjanjian internasional yang berkembang sebagai akibat

kemajuan teknologi menyebabkan para pelaku hubungan internasional juga

meluas, tidak hanya mencakup negara saja, akan tetapitelah meluas pada

I Boer Mauna, Hukum Intemasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika
G/obal Bandung: Alumni, 2005, hlm. 82.
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pelaku-pelaku s€lain negara, seperti: organisasiintemasional, lembaga swadaya
masyarakat, perusahaan-perusahaan multinasional, dan pemerintah daerah.
Bermacam-macam pelaku yang terlibat dalam kerja sama internasionalatau
perjanjian internasionalitu disamping membuatproses pengambilan keputusan
semakin kompleks, juga membuka peluang bagi pemantapan diplomasi
Indonesia.

Terkait dengan kedudukan pemerintah daerah dalam pembuatan
perjanjian internasional, kebijakan otonomidaerah menuntut pemerintah daerah
untuk lebih mandiri, tidak selalu tergantung pada pemerintah pusat. Hal ini
mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya, baik
yang berupa potensialam maupun sumberdaya rnanusia, untuk memaksimatkan
pendapatan asli daerah agar dapat melaksanakan pembangunan demi
meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal tersebut difakukan dengan
mengadakan kerja sama dengan daerah otonom lain. Tidak hanya kerja sama
antardaerah otonom di Indonesia, tetapijuga kerja sama dengan daerah (propinsi,
kabupaten, kota) di luarnegeri. Bentuk kerja sama tersebut diwujudkan dalam
bentuk perjanjian internasional untuk saling bekerja sama, baik berupa kerja
sama Sisfer Province maupun Sister City.

Dalam pelaksanaan Perjanjian Internasional tidak hanya dilakukan
anhra negara dengan negara, negara dengan organisasi intemasionalahu negara
dengan subjek hukum internasional. Kota di suatu negara dengan kota di negara
lain juga dimungkinkan untuk membuat perjanjian kerja sama. perjanjian antar
kota ini sering dikenal dengan istilah perjanjian Sisfer Cfy. Undang-Undang
No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional memungkinkan pemerintah
daerah (Pemda) membuat perjanjian dengan provinsi atau kota di negara lain.
Namun, Pasal 5 ayat (1) mensyaratkan bahwa daerah harus terlebih dulu
melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan
Menteri.

Adanya perubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional, yang saat inisudah memasukitahap pembahasan di
Komisi I DPR Rl, namun terdapat beberapa substansi yang masih menjadi
perdebatan diantaranya terkait dengan peran daerah dalam pembuatan peganjian

internasional khususnya terkaitdengan perjanjian kerja sama Sr.sferCdy Selain
itu, ada juga yang berpendapat bahwa perjanjian SisferC/ytidak masuk dalam
ruang lingkup perjanjian internasionalpublik yang tunduk pada Undang-Undang
No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian lnternasional, tetapiperjanjian Sr.sterC/y
tersebut tunduk pada hukum internasional privat.2

2 Perjanjian Sister City Akan Dimodifikasi,
2012.

diakses tanggal 11 Desember
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intinya mengatur tentang panduan tata cara hubungan dan kerja sama luar

negeri oleh pemerintah daerah. Dalam ketentuan tersebut memberilcan pedoman

kepada pemerintah daerah dalam melakukan perianjian intemasional termasuk

pe n g atu ra n terh ad ap pe rja nj ia n Sisfer Crfy d a n Sr.sfer Pro vi n ce.3

Terkait dengan pelaksanaan kerja sama Sister Cdy terdapat beberapa

daerah yang telah melakukan perjanjian kerja sama internasional yakni

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Kota Surabaya) dan Kota BukitTinggi. Kota

Surabaya telah menjalin kerja sama Sisfer City dengan kota Xiamen (China)

dan Kota Busan (Korea Selatan). Kota Busan adalah kota terbesar kedua di

Korea Selatan dan merupakan salah satu kota pelabuhan terbesaryang terletak

disemenanjung di Korea Selatan. Karena letaknya yang dekat dengan Lautan

Pasifik, secara historis Busan memiliki peran penting sebagai pintu masuk

budaya dan perdagangan dari luar negeri. Sejak dibuka sebagai pelabuhan pada

tahun 1876, Busan berkembang menjadi kota perdagangan, pusat industri

perkapalan, dan merupakan kotrawisata yang menjadipintu gerbang memasuki

Korea Selatan.a

Selain perjanjian Sr.sferCrfydengan kota Surabaya, kota Bukit Tinggi

juga telah mengadakan perianjian SisferCdydengan kota Seremban (Malaysia).

Berangkat dari pertalian sejarah, bangsa dan kebudayaan yang telah ada serta

mengingat potensi kedua kota dan kebijaksanaan pembangunan nasional

maupun daerah, maka fokus perjanjian kerja sama diwujudkan pada bidang-

bidang kebudayaan, perdagangan, kepariwisataan dan perencanaan kota.s

B. Perumusan Masalah
Hukum perjanjian internasional dewasa ini telah mengalami pergeseran

radikalseiring dengan perkembangan hukum internasional. Hubungan-hubungan

internasional akibat globalisasitelah ditandai dengan perubahan-perubahan

mendasar, antara lain munculnya subjek-subjek baru non-negara disertaidengan

meningkatnya interaksi yang intensif antara subjek-subjek baru tersebut.

Indonesia khususnya daerah otonom dan lembaga non-pemerintahan yang

interaksinya dengan elemen€lemen asing sudah semakin meningkal khususnya

dalam pembuatan perjanjian kerja sama seperti perjanjian kerja sama Sisfer

City atau kota kembar/kota bersaudara yang dilakukan di kota Surabaya dan

kota Bukit Tinggi yang merupakan konsep penggandengan dua kota yang

berbeda lokasidan administrasipolitik dengan sebuah perjanjian kerja sama

3 Lihat Peraturan Menteri Luar Negeri Luar Negeri No. 09/A/KP/Xll/2006/01 tentang Panduan

Umum Tata Cara Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah'
a SisferOity, http:/Aarran^r.surabava.qo.id/sistercitv/, diakses tanggal 20 Desember 2012.
5 Pemerintah Kota Bukit linggi, htto:flwww.bukittingqi.oo.idl, diakses tanggal 22 Desember

2012.
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menjalin hubungan budaya, peningkatan perekonomian serta kerja sama di

bidang fainnya secara erat. Pembuatan Perjanjian Sister Cityyang dilakukan

oleh pemerintah daerah menjadi perdebatan karena dianggap daerah bukanlah

subjek hukum internasional yang mempunyai kapasitas dalam pembuatan

perjanjian kerja sama SisferCdy. Oleh karena itu yang menjadi permasalahan

dalam penelitian iniadalah bagaimana pembuatan perjanjian kerja sama Sisfer

City oleh Pemerintah Daerah Kota Bukit Tinggidan Kota Surabaya? Dalam

konteks ini pertanyaan penelitian yang hendak dijawab adalah:

1. Bagaimana kedudukan pemerintah daerah dalam pembuatan pefanjian kerja

sama Sisfer City dan perspektif hukum perjanjian internasional?

2. Bagaimana bentuk perjanjian kerja sama SisferCrty dan pelaksanaannya

di daerah ProVinsi Jawa Timur (Kotr Surabaya) dan Provinsi Sumatera Bar:at

(Kota BukitTinggi)?

G. Tujuan dan Kegunaan
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan pemerintah daerah dalam pembuatan

perjanjian kerja sama Sisfer City dari perspektif hukum perjanjian

internasional.
2. Untuk mengetahui bentuk perjanjian Sisfer Cdydan pelaksanaannya di Kota

Surabaya dan Kota Bukit Tinggi.

Selain itu, tulisan ini diharapkan akan memberikan kegunaan atau

manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis memperkuat

khazanah ilmu pengetahuan hukum dalam bidang hukum internasional,

khususnya di bidang perjanjian internasional. Sedangkan secara praktis,

penelitian inidapatdigunakan sebagaimasukan oleh Komisi I DPR dalam rangka

pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional.

D. Kerangka Pemikiran

l.Pengertian Perjanjian Internasional
Perjanjian internasional dalam arti umum dan luas meliputi: persetujuan,

traktat atau konvensi. Perjanjian yang dimaksud adalah :

"Kata sepakat antara dua atau lebih subjek hukum internasional

mengenai suatu objek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk

hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum

internasional.6

@anjiantntemasiona/,Bagian|,Bandung:MandarMaju,2002'h|m.
1.
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Definisi perjanjian internasional menurut Konvensi wina 196g, dalam pasal 2
ayat 1 butira dijelaskan:

"Treaty means an intemational agreement concluded between
sfafes rn written from and govemed by intemational law, whether
embodied in a single instruments or in two or more related
instruments and whatever its particular desciption".

Adapun yang dimaksud dengan perjanjian internasionaladalah suatu
persetujuan/kesepakatan yang diadakan antara negara-negara dalam bentuk
yang tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang berupa satu
instrumen tunggalatau berupa dua atau lebih instrumen yang saling berkaitan
tanpa memandang apapunjuga namanya. Sedingkan berdasarkan Undang-
Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebutkan:
"Perjanjian intemasionaladalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu,
yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta
menimbulkan hak dan kewajiban dibidang hukum publik'.7

Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri,
dalam Bab I Pasal 1 ayat (3) menyatakan:

"Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan
apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan diatur secarcl
tertulis oleh Pemerintah Republik lndonesia dengan satu atau lebih
negam, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional
lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah
Republik Indonesia yang bersifat hukum publiK.

Dari pengertian temebut dapat diketahui bahwa pedanjian intemasional
merupakan suatu persefujuan yangdapatberbentuktertulis maupun tidaktertulis,
dilakukan oleh negara atau subjek hukum intemasionallain, yang diaturdengan
menggunakan instrumen tunggal maupun lebih, serta tunduk pada hukum
intemasional.

2. SisterCity
Aspek historis dari berlangsungnya hubungan kerja sama luar negeri

oleh Pemerinbh Daerah benawaldari lahimya MunicipallntemationalCoopention
(MlC). MenurutAsosiasiPemerintah Daerah Belanda bahwa MIC adalah suatu

7 Lihat Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Inlemasional, Pasal 1 ayat (1).
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hubungan kerja sama antara dua atau lebih komunitras. Yang satu dari pelaku
utiamanya adalah pemerintah kota, distrik, provinsi dan negara bagian.E

Sr.sfer C/y merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut
kerja sama antar-kota di Indonesia dengan kotia"kota di negara lain. lstilah ini

sesungguhnya dalam bahasa Indonesia disebut kota kembar atau twin city,
kerja sama ini dilakukan baik berupa antar-kota luar negeri maupun dalam negeri

di mana kerja sama tersebut berslfat luas, disepakatisecara resmi, dan bersifat
jangka panjang.

Terkait dengan pengertian perjanjian Srsfer Cify, dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeritidak
dideflnisikan, namun dalam Pasal4 Permendagri tersebut menyatakan: "bahwa

untuk Kerja sama Provinsidan Kabupaten/ Kota kembar Pemerintah Daerah
harus memperhatikan:

a. kesetaraanstatusadministrasi;
b. kesamaankarakteristik:
c. kesamaanpermasalahan;

d. upaya saling melengkapi; dan

e. peningkatan hubunganantar-masyarakat.

Penamaan dan penggunaan istilah Sisfer City di Indonesia oleh
Pemerintah Pusat berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 193/
1652/PUOD resmi menggunakan istilah Sisfer City dalam menyebut bentuk-
bentuk kerja sama antar kota-kota di Indonesia baik dalam ranah lokal maupun

internasional. lstilah tersebut resmi dikeluarkan oleh kementerian terkait yakni

Kementrian Luar Negeri bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk

mencegah terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan di masa yang akan

datang. Disisi lain, haltersebut menjadisimbol, kontrol, dan pengawasan di

bawah kendali Pemerintah.

3. Teori Bentuk Negara
Menurut CF Strong,e negara kesatuan adalah bentuk negara di mana

wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislasi nasional/
pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat, bukan pada pemerintah

daerah. Hakikatnya kekuasaan tidakterbagi. Jadihanya ada satu pemerintahan

pusat.

Ekonomi atas Ke{a sama Luar Negeri oleh Pemerintah

Daerah", Jumal Huhum lnternasional, Vol 6, N0.2, 20A9, hlm.241.
e C.F Strong, Konstitusi-Konstitusi Politik Modem: Kajian tentang Sejarah & Bentuk-Bentuk
Konstitusi Dunia, Bandung: Nuansa, 2004, hlm. 8'1.
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C.F. Strong mencoba memecahkan persoalan bentuk negara
berdasarkan 5 (lima) kriteria. Pertama dengan can melihat bagaimana bangunan
negaranya, hal ini bisa dilihat dariciri-ciri (i) negara kesatuan yang tidak terdiri
dari negara-negara bagian dan (ii) negara serikat yang terdiri dari negara-
negara bagian. Pembedaan negara kesatuan dan negara sedkat mempengaruhi

organisasinya. Pada negara serikat, masih ada pembedaan dalam menentukan
pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara
bagian. Namun, ada 2 cara penentuannya, yaitu (i) merumuskan dengan tegas
wewenang negara bagian, selebihnya wewenang pemerintah pusat atau (ii)
merumuskan dengan tegas wewenang pemerintah pusat, selebihnya wewenang
pemerintah negara bagian.

Pada cara yang pertama, menurut Strong, negara serikat masih
mendekati negara kesatuan, negara federalyang kurang murni, yaitu negara

kesatuan dengan sistem desentralisasi dengan wewenang daerah swatantra
sudah dirumuskan dengan tegas dan selebihnya termasuk wewenang pemerintah

pusat.

Kedua, dengan cara melihat bagaimana konstitusinya, apakah
konsititusiitu diletakkan dalam suatu naskah tertentu atau tidak (tertulis atau

tidak). Ada beberapa keuntungan konstitusitertulis, yaitu (i) organisasi negara
itu dapat terjamin, dalam arti tidak berubah sewaktu-waktu jadi tidak tunduk
pada kehendak orang tertentu dan (ii) adanya pedoman tertentu untuk
perkembangan lebih lanjut. Misalnya padd suatu pasal atau bab, sehingga
pekembangannya bisa dikembalikan pada norma tertentu. Namun, ada pula

beberapa kelemahan tidak adanya naskah (konstitusi tidak tertulis). Misalnya

dalam menentukan siapa yang berwenang menentukan bahwa kebiasaan yang

baru dalam masyarakatyang merupakan hukum yang baru. Karenatidakadanya

naskah tertentu, bagaimana kita dapat mengetahui adanya keadaan baru yang

bertentangan dengan naskah itu. Dilnggris, halinidipecahkan dengan memberi

wewenang kepada parlemen yang disebut omn ipotence,yaitu wewenang tertinggi

di segala hal pada parlemen.

Ketiga, mengenai badan perwakilannya, bagaimana disusunnya dan

siapa yang berhak memegang kekuasaan itu. Keempaf, mengenai badan

eksekutif, apakah ia bertanggung jawab kepada parlemen atau tidak atau

disebutkan badan eksekutif yang sudah pasti jangka waktu kekuasaannya.

Kelima, bagaimana hukum yang berlaku.

Dalam pelaksanaan perjanjian ke{a sama intemasionalnegarc merupkan

entitas abstrak. Negara terbagi dalam berbagai kekuasaan yang memiliki tugas
dan tianggung jawabyang kesemuanya diaturdalam konstitusi. Tidak bisa semua

institusi negara melakukan hubungan dengan subjek hukum internasional
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lainnya. Dalam kebiasaan yang diakui oleh masyarakat internasional, negara

yang memiliki konstitusi ditentukan dalam konstitusi lembaga mana yang dapat

melakukan hubungan luar negeriatas nama negara tersebut. Ini penting agar

hanya ada satu pintu dan kebijakan (one door policyl bila pihak lain ingin

berhubungan dengan negara tersebut. Berdasarkan konsepyang dikenal dalam

hukum internasional, pemerintah pusat merupakan pemegang kedaulatan suatu

negara. Subjek hukum internasional lainnya akan berhubungan dengan

pemerintah pusat bila hendak melakukan hubungan luar negeri. Hukum

internasional tidak mengatur lembaga mana yang dianggap sebagai pemerintah

pusat. Inidiserahkan kepada masing-rnasing konstitusidan peraturan perundang-

undangan suatu negara.lo

Dalam konstitusi Indonesia yakni Pasal 11 ayat.(1) UUD 1945

menyatakan: "Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain"

Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang

Perjanjian Internasionat pada Pasal 4 ayat (1) menyebutkan: 'Pemerintah

Republik Indonesia membuat perjanjian internasionaldengan satu negara atau

lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum intemasional lain berdasarkan

kesepakatan dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian

tersebut dengan iktikad baik". Lebih lanjut terkait dengan peran pemerintah

daerah, pada Pasal 5 ayat (1) UU tentang Perjanjian Intemasionalmenyebutkan:

"Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun

nondep;rtemen, di tingkat pusat dan daerah yang mempunyai rencana untuk

membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan

koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri"

D. Metodologi

1. Waktu dan TemPat
penelitian dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat (Kota Bukit Tinggi)

dan Provinsi Jawa Timur (Kota surabaya). Pemilihan kedua daerah tersebut

dilakukan dengan alasan bahawa kedua daerah tersebut sudah melakukan kerja

sama atau perjanjian Sisfer Crfy dengan negara lain, seperti Bukit Tinggi telah

metakukan Mou dengan seremban dari Negerisembilan di Malaysia terkait

kerja sama dibidang perdagangan, pendidikan dan lainiain. Sedangkan Jawa

Timur (Kota Surabaya) juga sudah melakukan kerja sama Sr'sfer Ctfydengan

loHikmahanto.tuwana,uuHubunganLuarNegeri:Konteks,Kons.ep'.Pemikirandan
pelaksanaannya Setama ini,- anikel Hukim pada lnsti{utfor Legal and Zonstitutional Govennent'

1 Maret 2010.
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kota Xiamen (Cina) dan kota Busan, Korea Selatan di bidang industri dan
perdagangan. Penelitian di ProvinsiJawa Timur (Kota Surabaya) dilakukan pada

bulan Mei 2012 dan di Sumatera Barat (Kob Bukit Tinggi) dilakukan pada bulan
April2012.

2. Gara Pengumpulan Data

Penelitian ini memerlukan data sekunder dan datia prirner. Data
seku nder yan g dimaksudkan terdiri dari bahan h ukum prtmer (p ri m a ry sou rces),

dan bahan hukum sekunder (secondary sources). Primary sources yang

dimaksudkan adalah UUD 1945, Undang-Undang mengenai bidang-bidang yang

diteliti, keputusan menteri yang terkait dengan pembuatan perjanjian kerja
sama internasional, antiara lain berkaitan dengan kerja sama Sister City.

Sedangkan seoondary sourcesyang dimaksudkan adalah ulasan atau komentar
para pakaryang terdapatdalam buku dan jurnal, termasukyang dapatdiakses
melalui internet.

Penelitian ini akan dilengkapi dengan data primer, terutama berkaitan
dengan data mengenai kerangka regulasi sebagai pelaksanaan dari kerja sama
intemasional terkait dengan perjanjian Srsfer City. Dalam rangka itu, maka
wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara dilakukan dengan pihak-

pihak yang berkompeten di instansi-instansiterkait baik di pusat maupun di

daerah yakni: Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Pemda,

DPRD, Dinas Perdagangan, LSM danAkademisi. Selain dengan wawancara,
pengumpulan data secara langsung, dilakukan pula Focus Group Discussrbn
(FGD), sesuaidengan kemampuan dana/anggaran yang ada.

3. Metode Analisis Data
Data yang terkumpul disajikan secara kualitatif dan dianalisis secara

deskriptif. Analisis yuridis deskriptif menggambarkan mengenai kerangka
regulasi (pengaturan atau norma-norma) mengenai beberapa masalah yang

diteliti.

ll. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pembuatan Perianjian Keria sama Sisfer CityOleh Pemerintah Daerah
Kota Surabaya dan Kota Bukit Tinggi

1. Kedudukan Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Perianjian Keria
sama SisterCity

Perjanjian kefla sama SisferCfymerupakan kerja sama Kabupaten/
Kota kembaryang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan salah satu kota di
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luar negeri. Kedudukan pemerintah daerah dalam pembuatan perjanjian kerja
sama internasional tersebut, berdasarkan Konvensi Montivideo yang mengatur
hak dan kewajiban negara, jika negara berbentuk negara kesatuan maka yang
memiliki kewenangan/kemampuan untuk melakukan hubungan ke luar adalah
pemerintah pusat. oleh karena itu jika daerah hendak membuat perjanjian
internasionalmaka harus melibatkan pemerintah pusal Berbeda halnya dengan
negara yang berbentuk federal, dimana negara bagian ada yang diberiwewenang
untuk membuat perjanjian internasional. Hal tersebut ditegaskan dalam pendapat
cF strong, yang menyatakan negara kesatuan merupakan bentuk negara
dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan tegislasi
nasional/pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat bukan pada
pemerintah daerah. Hakikatriya kekuasaan tidak terbagi. Jadihanya ada satu
pemerintahan pusat

Dalam pembuatan perjanjian kerja sama internasional, negara
merupakan subjek hukum yang terpenting dibanding dengan subjek-subjek
hukum internasional fainnya. Negara sebagai subjek hukum internasional,
terdapatsatu standartsepertiyang tercantum pada pasal 1 Konvensi Montevideo
(Pan American) The convention on Right and Duties of state of 193J, yang
menentukan: 'Negara sebagaisubjek dalam hukum intemasional harus memiliki:
(a) penduduk tetap; (b) witayah tertentu; (c) pemerintahan; dan (d) kapasitas
untuk berhubungan dengan negara lain".

Dari aspek hukum internasional syarat (d), yakni kapasitas untuk
berhubungan dengan negara lain merupakan syaratyang paling penting. suatu
negara harus memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan hubungan-
hubungan ekstern dengan negara-negara lain.rl Halinilah yang membedakan
negara dalam arti sesungguhnya dengan unit-unit lain atau negara-negara
protektorat, negara federal dan sebagainya.

suatu negara memiliki kewenangan atas wilayahnya. Kewenangan
tersebut tidak lepas dari kedaulatan internal negara, karena hal tersebut
menentukan dapat atau tidaknya suatu negara mempertahankan kedaulatannya.
Grdapat beberapa cam yang harus dilakukan oleh negara untuk mempertahankan
kedaulatannya, yaitu melalui pengembangan kewenangan-kewenangan dalam
memanfaatkan potensi-potensi alamiah maupun non alamiah negaranya. 12

lstilah apapun yang digunakan untuk perjanjian internasionat yang dibuat,
berdasarkan praktik-praktik negara-negara (baik agreementatau MolJ), negara

11 LihatAdvisory Opinion darilCJ dalam Repantion Casn di mana ICJ secara penuh menyatakan
bahwa PBB dapat mengajukan klaim atas pertanggungjawaban internasional terhadap pemerintah
yang secara de facto atau de jure telah melakukan tindakan-tindakan yang merugikannya.
12Mirza satria Buana, Hukum lntemasionalreori dan praktek, Bandung: Nusamedia, zocjz, nm.
19.
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Republik Indonesia membedakan perianjian intemasionaldalam 2 (dua) golongan.

Pada satu pihak terdapat perjanjian internasional,yang diadakan menurut 3

(tiga) tahap pembentukan, yakni perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi.

Pada lain pihak perjanjian internasional dibuat dengan dua tahap yakni

perundingan dan penandatanganan.13 Praktik dua macam perjanjian ini belum

jelas sampai diundangkannya suatu Undang-Undang tentang Perjanjian

lnternasional.
Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa yang menjadi

pemegang kekuasaan membuat perjanjian intemasional adalah kerja sama antara

lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Halini sebagaimana disebutkan dalam

Pasal 11 sebagai berikut'Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan

Rikyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negaftl

lain'. Selanjutnya sebagai pengaturan lebih lanjut dalam rangka pembuatan

perjanjian internasional diundangkanlah Undang-Undang No' 24 Tahun 2000

tentang Perjanjian Internasional dan juga sebagai pelaksanaan ketentuan-

ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang

Hubungan Luar negeri.

Terkait dengan kedudukan perjanjian kerja sama internasional

khursusnya dalam pembuatan perjanjian Internasional, dalam Bab ll Pasal 5

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

menyebutkan: "Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen

maupun nondepartemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana

untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi

dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri"'

Dengan demikian dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1)

tersebut, menyimpulkan bahwa daerah yang mempunyai renclna untuk membuat

perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasidan koordinasi

mengenai rencana tersebut dengan menteri.

Konsultasi dan koordinasi yang dilakukan dengan menteri mencakup 4

(empat) halYakni:14

1 . Seca6 politis, perjanjian kerja sama intemasionaltersebut tidak bertentangan

dengan politik luar negeridan kebijakan hubungan luar negeri pemerintah

pusatpada umumnya.

2. Perjanjian kerja sama luar negeri tidak digunakan atau disalahgunakan

13 Mochtar Kusumaatmadja dan EttyAgoes, Pengantar Hukum lntemasional, Bandung: Alumni'

2003, hlm. 119.
11 Lihat Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/AXll/2006/01 pada Bab lll tentang

Mekanisme Hubungan dan Kerja sama Luar Negeri oleh Daerah.
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sebagai akses bagi kegiatan asing yang dapat mengganggu dan mengancam

stabilitas keamanan dalam negeri.

3. Secara yuridis terdapat jaminan kepastian hukum yang secara maksimal

dapat menutup celah-celah yang merugikan bagi pencapaian tujuan kerja

sama.
4. Secara teknis tidak bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh

departemen teknis yang terkait.

Selain itu, sebagai implementasi dari kedudukan perjanjian kerja sama

internasionaloleh pemerintrah daerah, dalam pelaksanaannya Kementrian Luar

Negerijuga mengeluarkan Buku Panduan Umum tentang Tata Cara Hubungan

Luar Negeri. Dalam Bab I Buku Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar

Negeri, menyebutkan agar kebijakan sejalan dan sinergidengan kebijakan politik

f uar negerisatu pintu (one4oorpolicy) dalam melakukan hubungan luar negeri.

Semua kebijakan politik luar negeriadalah cerminan dari kebijakan dan kondisi

dalam negeri suatu negara.

Hal tersebut juga ditegaskan dalam Keputusan Menteri Luar Negeri

No. 03/A/OT/X/2003/01 dalam menimbang butir b, terkait dengan
penyetenggaraan Hubungan Luar Negeri menegaskan, dalam melakukan kerja

sama dengan pihak luar negeri perlu dilakukan secara koordinasi, terpadu,

terfokus, efektif, efisien, serta sejalan dengan upaya pelaksanaan politik luar

negeri satu pintu (one-door foreign policy).

Di samping itu, dengan adanya penerbitan surat kuasa (full powers)

oleh Kementerian Luar Negeri makin menegaskan posisi pemerintah pusat

sebagaimana dijelaskan dalam PasalT Undang-Undang No. 24 Tahun 2000

tentang Perjanjian Internasional yang menyatakan:

(1) Seseorang yang mewakiliPemerintah Republik Indonesia, dengan tujuan

menerima atau menandatangani naskah suatu perjanjian atau mengikatkan

diri pada perjanjian internasional, memerlukan Surat Kuasa.

(2) Pejabat yang tidak memerlukan Surat Kuasa adalah Presiden dan Menteri.

Haltersebut juga ditegaskan dalam Peraturan MenteriDalam Negeri

No. 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaaan Kerja sama Pemerintah Daerah dengan

Pihak Luar Negeri, Pada Pasal 14 ayat (3) menegaskan bahwa surat kuasa (full

powers) dijadikan dasar untuk menandatangani Memorandum Saling Pengertian

oleh pemerintah daerah dan pihak luar negeri.

Oleh karenanya dalam konteks hubungan luar negeri, daerah tidak dapat

dipandang sebagai representasi dirinya sendiri, tapi daerah harus dipandang

sebagaimana layaknya negara yang merupakan subjek hukum internasional.
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Ini sesuai dengan Konvensi wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan
Konvensi wina 1963 tentang Hubungan Konsuler yang hanya mengenal
kepentingan perwakilan Repu blik lndondia dan bukan pemeinarr i""on ."g";
Indonesia. Dengan demikian kedudukan pembuatan perjanjian kerja sama scfer
city yang dilakukan oleh pemerintah daerah tunduk pada hukum perjanjian
intemasionalyakni Konvensiwina 1g6g dan Undang-undang No. 24 Tahun
2000tentang Perjanjian Internasional serb undang-undang No. 3grahun 199g
tentrang Hubungan Luar Negeri.

Dalam melakukan kerja sama dengan pihak luar negerisesuaidengan
Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/xlt/2006/01 yang pada intinya
mengatur tentang panduan tata cara hubungan dan kerja sama luar negeri oleh
pemerintah daerah, memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam
melakukan perjanjian intemasional yang mengharuskan daerah dalam melakukan
kerja sama internasional harus memperhatikan prinsip-pdnsip keamanan, baik
dari segi politis, keamanan maupun yuridis.

Dalam pembuatan perjanjian kerja sama Sr.sfer Cityyang dilakukan
oleh pemerintah daerah Kota surabaya dan Kota Bukit ringgi diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang pedoman

Pelaksanaan Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri. Dalam
Permendagritersebut terkait dengan pembuatan perjanjian sisfer city diatur
dalam PasalS sampai dengan Pasal 14. Adapun hta cara pembuatan perjanjian
atau kerja sama Sisfer City adalah:

Pertama, prakarsa kerja sama pemerintah daerah dengan pihak luar
negeri dapat berasal dari: pemerintah daerah; pihak luar negeri kepada
pemerintah daerah; dan pihak tuar negerimelalui Menteri Dalam Negeri kepada
pemerintah daerah. Prakarsa ke{a sama tersebut dilaporkan dan dikonsultasikan
oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan
pertimbangan dan pertimbangan Menteri Dalam Negeri tersebut disampaikan
kepada Gubemuruntuk dijadikan dasardalam menyusun rencana kerja sama.
selanjutnya Menteri Dalam Negeri menyampaikan prakarsa kerja sama dari
pihak luar negeri kepada gubernur beserta pertimbangan di mana pertimbangan
tersebut akan dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja sama oleh
Pemerintah Daerah. Rencana Kerja sama memuat hal berikut:
a. subjek kerja sama;
b. latarbelakang;
c. maksud, tujuan dan sasaran;
d. objeUruang lingkup kerja sama;
e. hasilkeda sama;
f. sumberpembiayaan;dan
g. jangka waktu pelaksanaan.
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Kedua, Rencana Kerja Sama disampaikan oleh kepala daerah kepada
DPRD untuk mendapat persetujuan dan persetujuan DPRD diberikan paling
lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Rencana Kerja Sama.
Persetujuan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan apabila dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Rencana Kerja Sama tidak mendapat
tanggapan dari DPRD, Rencana Kerja Sama dianggap disetujui. Selanjutnya
kepala daerah menyusun Rancangan Memorandum Saling Pengertian setelah
Rencana Kerja Sama mendapatkan persetujuan DPRD. Kepala daerah
menyusun Rancangan Memorandum Saling Pengertian paling lama 30 (tiga
puluh) harikerja setelah Rencana Ke{a sama mendapatkan persetujuan DPRD
yang selanjutnya Gubernur menyampaikan Rencana Kerja sama Provinsi,
Persetujuan DPRD, dan Rancangan Memorandum Saling Pengertian tersebut
kepada Menteri Dalam Negeri (untuk kerja sama sr.sfer province). Bupati/
Walikota menyampaikan Rencana Kerja Sama, Persetujuan DPRD, dan
Rancangan Memorandum Saling Pengertian kepada Menteri Dalam Negeri
melalui Gubernur (untuk kerja sama Sisfer Cify).

Ketiga, Rencana Kerja Sama dan Rancangan Memorandum Saling
Pengertian yang disampaikan oleh gubernur kepada Menteri Dalam Negeri
dilakukan pembahasan oleh Menteri Dalam Negeri dengan melibatkan
departemen/lembaga pemerintah non-departemen terkait, untuk memperoleh
pertimbangan. Rencana Kerja Sama dan Rancangan Memorandum Saling

Pengertian hasil pembahasan tersebut, untuk Kerja Sama Provinsi/Kabupaten/
Kota "kembaf' disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Sekretaris
Negara untuk mendapatkan Persetujuan Pemerintah. Berdasarkan Persetujuan
Pemerintiah, Menteri Dalam Negerimenyampaikan kepada Menteri Luar Negeri
untuk mendapatkan surat kuasa (full powers) setelah mendapatkan tanda
persetujuan dari pihak luar negeri. Surat kuasa (full powers) dijadikan dasar
untuk menandatangani Memorandum Saling Pengertian oleh pemerintah daerah

dan pihak luar negeri.

2. Bentuk dan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Sister City
Pelaksanaan kerja sama internasional oleh pemerintah Provinsi Jawa

Timur (Kota Surabaya) dan Provinsi Sumatera Barat (Kota Bukit Tinggi) dilakukan

dengan syarat-syarat berupa: Pe rtama,dengan negara yang memiliki hubungan

diplomatik dengan lndonesia dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik

f ndonesia (NKRI); Kedua,sesuaidengan bidang kewenangan pemerintah daerah

sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang No. 32

Tah un 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Keti g a, mendapat persetuj u an da ri

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); Keempat, tidak mengganggu
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stabilitas,politik dan keamanan dalam negeri; Kelima, tidak mengarah pada
campur tangan urusan dalam negeri masing-masing negara; Keenam,
berdasarkan asas persamaan hak dan tidak saling memaksakan kehendak;
Ketujuh, mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional
dan daerah serta pemberdayaan masyarakat.lo

Dalam pelaksanaan kerja sama internasional yang ditakukan oleh
Pemerintah Kota surabaya, dari hasilwawancara dan berdasarkan data yang
dikeluarkan oleh Bagian Kerja sama Internasional pemerintah Daerah Kota
surabaya, terdapat beberapa Mou yang sudah dilakukan, antara lain:16

a. Kota Surabaya dengan Kota Xiamen
walikota su rabaya dan walikota Xiamen (china), menandatan gani nota

kesepahaman (Mou) kerja sama snfercdy(kota kembar) disurabaya, tanggal
23 Juni2008. Penandatanganan kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari
upaya penjajakan yang telah dilakukan kedua kok.. Lefterof/nfenfs'(Lol) tersebut
terfaksana pada 8 september 2003 di Xiamen. Kerja sama sisfer city ini
menyangkutberbagaibidang, diantaranya perdagangan, pariwisata, pendidikan,
dan ilmu pengetahuan serta teknologi(lptek). surabaya dan Xiamen memiliki
sejumlah kesamaan, diantaranya surabaya mempunyai petabuhan dan institut
teknologi, demikian juga dengan Xiamen. Kota Xiamen dianggap mempunyai
persamaan dengan Kota surabaya, walau pun dari struktur wilayah daratannya
sangat berbeda. surabaya berada di pinggir laut dengan petabuhan samudera
Tanjung Perak yang berada di dataran rendah. sedangkan Kota Xiamen
merupakan kota pantai, pulau yang berbukit-bukit.

b. Kota Surabaya dengan Kota Busan
Kerja sama antarkota yang mempunyai geografis yang sama di bidang

pelabuhan dan maritim, yakni Kota surabaya dan Kota Busan yang merupakan
kota kedua terbesar di Korea selatan setelah ibukotanya, seoul. pelabuhan
laut Kota Busan yang menghadap ke Lautan pasifik disemenanjung Korea
juga merupakan pelabuhan kedua di negeri "ginseng' sama dengan Tanjung
Perak surabaya. Di kota pelabuhan yang mulai berkembang sejak tahun 1g76
tersebut, kegiatan armada kapaldagangnya sudah sering melakukan angkutan
antarnegara dengan Indonesia, khususnya ke surabaya. sekarang, Kota Busan
juga sudah berkembang menjadikota maritim, perdagangan, industri, pendidikan,
dan pariwisata. Jadi, sama dengan Kota surabaya yang mendapat predikat
Kota Indamardi(industri, perdagangan, maritim, dan pendidikan) atau sekarang

15 Peraturan Menteri Luar Negeri Luar Negeri op.ci( hlm. 20.
16 Hasil_wawancara dengan Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Pemda provinsi Jawa Timur
tanggaf 22Mei2012.
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Budi Pamarinda (budaya; pendidikan, pariwisata, maritim, industri, dan

perdagangan).

c. Kota Bukit Tinggi dengan Kota Seremban

Disamping beberapa Mou yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota

Surabaya, terdapat beberapa kerja sama yang dilakUkan di Kota Bukit Tinggi.

Berdasarkan hasilwawancara dengan Kepala Bagian Kerja Sama Pemerintahan

Kota Bukit Tinggi,17 terdapat kerja sama Sisfer City antara Kota Bukit Tinggi

dan Kota Seremban, Negeri Sembilan Malaysia. Perwujudan hubungan

persahabatan antara Bukit Tinggi dengan Seremban bukan saja dilandasi oleh

keinginan untuk lebih meningkatnya hubungan persahabatan yang telah ada

antara Bangsa Indonesia dengan Bangsa Malaysia, tetapijuga dilandasioleh

adanya pertalian bangsa, sejarah, dan kebudayaan yang telah lama terjalin

antara kota Bukit Tinggi dengan Seremban, Negeri Sembilan' Sejak tahun 1 968,

baik para ahli kuasa kerajaan Negerisembilan maupun para pejabat Pemerintah

Daerah Tingkat I Sumatera Barat sering melakukan kunjungan secara timbal

balik. Bagitu pula masyarakat yang terhimpun dalam kegiatan kesenian,

kebudayaan, olah raga serta kepemudaan, telah melakukan kunjungan muhibah

ke Malaysia, khususnya Negeri Sembilan. Terakhir pada saat diadakan kegiatan

Pekan Budaya Sumatera BaraVMinangkabau tll tahun 1985, Raja Negeri

Sembilan berkesem patan meng unju ngi Kota Bukit Tinggi pada acara pembukaan

pekan budaya tersebut.

Adapun instrumen hukum yang digunakan untuk model kerja sama

Sisfer C/y tersebut adalah MoU. Fungsi dari MoU tersebut lebih merupakan

instrumen payung bagi kerja sama-kerja sama teknis lainnya antara pemerintah

daerah dengan pemerintah daerah asing (luar negeri), Oleh karena itu, instansi

terkait masing-masing pihak memerlukan kesepakatan teknis tersendiri sesuai

dengan jenis dan objek kerja sama yang disepakati.

selain itu model hubungan kerja sama yang dilakukan oleh Kota

Surabaya dengan pemerintah asing di luar negeri(Kota Surabaya dengan Kota

Xiamen - China, dan kota Surabaya dengan Kota Busan - Korea Selatan,

serta kota Bukit Tinggi dan Seremban) berupa perjanjian kersama bersifat

G overm e nt to G ove rme nt dengan menggunakan bentuk perjanjian kerja sama

kota kembar bersaudara (Sister Crfy), di mana kedua kota tersebut dipandang

memiliki kesamaan latar belakang geografis, sosial budaya, dan kecendru ngan

perkembangan kota, sehingga memudahkan adanya hubungan kerja sama dalam

berbagai aspek kehidupan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.
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Dalam pelaksanaan per,ianjian Scfer Cfi tersebut, dari hasil wawancara

dengan Kepala Biro Kerja Sama Pemda Surabaya, terdapat beberapa kendala
da lam pef a ksa naan perjanj ian Si ste r C ity yakn i: lr8

1 . Penyusunan program terlalu umum, bahkan tidak jelas target pencapaiannya.

2. Belum tersedianya pembiayaan oleh pemerintah provinsi, termasuk juga
pemerintah Indonesia.

3. Suratkuasa (full powerc) yangdijadikan dasaruntuk menandatangani Memo-

randum Saling Pengertian oleh pemerintah daerah dan pihak luar negeri
yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri sering terlambat diberikan
(tidak ada batas waktu).

4. Kurangnya pengawasan (pemantauan dan ewluasi)terhadap perjanjian Sisfer

Cifytersebut.
5. Adanya tumpang tindih peraturan, yakniantara Peraturan MenteriDalam

Negeri No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama

Pemerintah Daerah dengan Pihak LuarNegeridan Peraturan MenteriLuar
NegeriNo. 09/A/Xll/2006/01 pada Bab lll tentang Mekanisme Hubungan

dan Kerja Sama Luar Negeri oleh Daerah, di mana masing-masing

departemen inimengeluarkan peraturan yang tertuang dalam Permenlu dan

Permendagri. Peraturan yang dikeluarkan oleh departemen terkait ini

menonjolkan peran masing-masing, seperti dalam Permenlu sangat dominan
peran Kementerian Luar Negeri, sebaliknya dalam Permendagt:i sangat

dominan peran Kementerian Dalam Negeri.

Meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama

SrsferCify, namun berdasarkan analisis penulis kerja sama SisferCrtyantara
Kota Surabaya-Busan dapat dikatakan efektif dan efisien. Hal ini mengingat

status administrasi kedua kota sebagai kota pelabuhan besar di mana salah

satu poin kerja sama MoU kedua kota tersebut adalah pengembangan
pelabuhan, sehingga Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Kota

Surabaya sebagai kota berprestasi dan sukses sebagai Best Practice Srsfer

City di Indonesia, dan selayaknya Surabaya dijadikan percontohan bagi kota

lain di dalam negeri, khususnya dalam perencanaan, proseduq dan regulasi

kerja sama dengan luar negeri. Persamaan status kedudukan administrasikota

Surabaya-Busan, mampu meminimalisasi kesenjangan kepentingan antara dua

kota tersebut. Persamaan status kedudukan tersebut tentunya membawa

t7 Hasilwawancara dengan Kepala Bagian Kerja Sama Pemerintahan Kota BukitTinggi, Tanggal
6 April2012.
r0 Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kerja sama Luar Neged Pemda Kota Surabaya,
Op.Cit.
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kesamaan untuk mengejar dan mencapaitujuan dan cita-cita bersama sehingga

kerja sama antar-kedua kota tersebut menjadiefektif dan efisien.

Terkait dengan masalah instrumen hukum kerja sama, pemerintah

daerah dalam melakukan perjanjian kerja sama Sisfer City/Sister province

dilakukan dafam bentuk Memory of Untderstanding (MoU). MoU dalam hukum

perjanjian internasionaldapatdigolongkan sebagaisalah satu bentuk instrumen

hukum (traktat) yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Hal tersebut

sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Validitas kekuatan mengikat dari MoU ini tidak bisa ditepaskan dari Pasal24

dari Undang-Undang No.24 tahun 2000 yang secara eksplisit menyatakan daerah

sebagaisalah satu lembaga pemrakarsa pembuatan perjanjian internasional.re

Instrumen hukum MoU sebagai bentuk perjanjian tertulis yang digunakan oleh

Pemda, maka status hukum MoU dalam konteks kerja sama tersebut dapat

dijetaskan dengan menggunakan teori hukum perjanjian. Dengan demikian

terdapat beberapa persoalan terkaitdengan pelaksanaan perjanjian SisferC[y

yakni sebagai berikut:
Pertama, daerah ketika melakukan perjanjian di tingkat internasional

tidak bisa dipandang sebagai representasiatas dirinya, walau daerah bertindak

untuk kepentingan daerah tersebut, bukan kepentingan nasional. Sebagai

konsekuensinya hal tersebut berimplikasi pada persoalan tanggung jawab.

Artinya pertanggungjawaban berada di pundak pemerintah pusat (nasional)'

Meskipun para kontraktor adalah pemerintah daerah. Haltersebut dikarenakan

dalam hukum internasional hanya dikenal negara dan bukan pemerintah daerah'

Kedua, persoalan yang terkaitdengan kewenangan daerah untuk mengadakan

hubungan luar negeri bersifat tintas hukum. Hal mana melibatkan, setidaknya,

hukum internasionalpublik, hukum tata negara, dan hukum administrasinegara.

Dari ketersinggungan antar ketiganya telah mengakibatkan kesimpangsiuran

pengaturannya. Initercermin jelas dalam praktik di Indonesia'

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa sebuah perjanjian internasional

tidaklah mewajibkan untuk menggunakan istilah tertentu. Dengan kata lain,

tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan istilah MoU sebagaimana yang

digunakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Kota Surabaya) dan

Sumatera Barat (Kota Bukit Tinggi) dalam menamai instrumen hukum yang

dijadikan dasar bagidilaksanakannya kerja sama luar negeri' Singkatnya faktor

yang menentukan untuk menjadikan sebuah dokumen sebagaisebuah perjanjian

internasional adalah konteks yang menyetujui proses pembentukannya'

Provinsi Bersaudara1s Lihat leaflet Prosedur Kerjasama Kota Bersaudara (Sister City) dan

(sister Provine) yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri, hlm' 21'
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lll. Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan
Dari uraian diatas dapat disimpurkan sebagai berikut.1. Kedudukan pemerintah daerah meskipun dapat meraksanakan kerja sama

internasionat, tetapi tidak bisa dipandang sebagaimana rayaknya subjek
hukum intemasionar. TeEpi rebih merupakan perpanlangan tangan kekuasaanpemerintah pusat. Daram konteks hukum inGrnasionar, beban
perhnggungjawaban pe$anjian intemasional berada pada pemerintah pusat.
Dengan demikian daram kerangka negara kesatuan, maka yang memiriki
kewenangan/kemampuan untuk merakukan hubungan keruar adarah
pemerintah pusat. selain itu, sebagai implementaii oari kedudukan
pemerintah daerah dalam kerja sama internasional kebijakan poritik luar
negeri menganut sistem satu pintu (one-door poticy) oitam merakukan
hubungan ruar negeri. Har tersebut juga ditegaskan daram Keputusan Menteri
Luar Negeri No. sK o3tNortxt2o03/01 daram menimbang butir b, terkait
dengan penyerenggaraan Hubungan Luar Negeri menelaskan, daram
merakukan kerja sama dengan pihak ruar negeri perru diLrukan secara
koordinasi, terpadu, terfokus,efektil efisien, slrta'selaran dengan upaya
pelaksanaan poritik ruar negerisatu pintu (one-doorforeign poricy)2. Bentuk dan peraksanaan kefa sama yang dirakukan oreh pemerintah daer:ah
Kota surabaya dan Kota Bukit ringgi dengan pemerintah asing oii;r
negeri (Kota surabaya dengan Kota Xiamen dan Kota Busan serta Kota
Bukit ringgidengan Kota seremban Negeri sembiran, Maraysia) berupaperjanjian kerja sama bersifat Goverment to Govermenf dengan
menggunakan instrumen hukum daram bentuk Mou berupa perjanjian klrja
sama kota kembar bersaudara (Sisfer CrfylSis ter province), Cimana selain
kedua kota tersebut dipandang memiriki kesamaan ratar berakang geografis,
sosiar budaya dan juga kecendrungan perkembangan kota, sehingga
memudahkan adanya hubungan kerja sama daram berbJgai aspek kehidupan
yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

B. Rekomendasi
Pemerintah daerah daram merakukan perjanjian kerja sama sistercity

seharusnya memperhatikan shtus kedudukan administrasi kota, sehingga dapatmeminimarisasikan kesenjangan kepentingan antara dua kota darampelaksanaan perjanjian kerja sama sisfercrfy. persamaan status kedudukantersebut tentunya membawa kesamaan untuk bersama-sama mengejar danmencapai tujuan dan cita-cita bersama sehingga kerja sama antar kedua kotatersebut terbilang efektif dan efisien.
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Selain itu, adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perjanjian

f ntemasionalyang merupakan perubahan terhadap Undang-Undang No. 24Tahun

2000 tentang Perjanjian Internasional, diusulkan substansi terkait dengan

pernbuatan perjanjian kerja sama SrbferCtfyagardimasukkan dalam pengaturan

RUU tentang Perjanjian Intemasional. Dengan demikian pemerinhh daerah dalam

pembuatan perjanjian kerja sama Sr.sferCdymempunyai pedoman yang jelas

dan tidak terjadi tumpang tindih pengaturan sepertiyang ada saat ini, yaitu

adanya2 (dua) Peraturan Menteri (Permendagri dan Permenlu) yang mengatur

tentang mekanisme pembuatan perjanjian kerja sama oleh pemerintah daerah.
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